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FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 14 Tahun 2021
Tentang
HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA

Menimbang : a. bahwa pandemi Covid-19 sampai saat ini masih menjadi masalah
kesehatan dunia yang mengancam jiwa, dan salah satu ikhtiar
untuk mengurangi laju penularan dan keparahan penyakit infeksi
Covid-19 ini adalah melalui vaksinasi;

b. bahwa keberhasilan vaksinasi Covid-19 dipengaruhi oleh banyak
faktor, di antaranya kecukupan ketersediaan vaksin, kecepatan
vaksin diberikan kepada sasaran dan seberapa banyak sasaran
tervaksinasi;

c. bahwa ketersediaan vaksin masih sangat terbatas, sehingga
diperebutkan di berbagai negara;

d. bahwa ada permohonan fatwa dari Pemerintah tentang status
hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca untuk
dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya;

e. bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa
tentang hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca
untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

a. Firman Allah SWT yang memerintahkan konsumsi yang halal
dan thayyib, antara lain:

e ohial cahd Tad ¥ uk s o FT 3 15 1K 2T B

b 3 &0
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh
yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

b. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan menjatuhkan
diri dalam kebinasaan, antara lain:

2L ) 1Kol 1558 5
..Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam
kebinasaan... (QS Al-Baqarah [2]: 195)
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c. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi
kedaruratan syar’i dibolehkan mengonsumsi yang haram,
antara lain:

padedy T ) al Lg sl pils 2075 &7 il 55 )

R332 TGI8 M Y 15 5i2 3l
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai,
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih)
disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan
terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan
tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(QS. Al-Baqarah [2]:173)

e sl Wkl 6 ) (&GlE 255 5 oS0 Jind 055 ...
... Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa
yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu
memakannya... (QS. Al-An’‘am [6]: 119)

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, antara lain:

a. Hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang segala penyakit
pasti ada obatnya dan hadis tentang perintah untuk berobat
dengan yang halal:

Q0 5T L g6 plag e A s (01 (e Lk A (025 B5h ol O

(bl slgy) 2 Las 4 53T Y 215
Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.:
Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali
menurunkan (pula) obatnya. (HR. al-Bukhari)

56 1351351906 iy aile D oo 0 dps B el o aliad
gl olgy) a5l s 15 15 52 2193 4 Adsg ¥) 215 agad & 925 5

(dabo cpl 9 Gladdl 9 gdasdl 939905
Dari Usamah bin Syarik sesungguhnya Rasulullah Shalla Allahu
Alaihi Wa Sallam. bersabda: Berobatlah, karena Allah tidak
menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali
satu penyakit yaitu tua renta. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i
dan Ibnu Majah)

21200 5Tl &) sl aide At oo ) g2 JB 105 613501 Wl G

P

(3913 54l ols5) "alsomy 155105 W3 1551055 2153 ¢13 (U as5 2152015
Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa
Sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menurunkan
penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan
janganlah berobat dengan yang haram”. (HR. Abu Dawud)
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b. Hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang perintah
minum kencing unta untuk berobat:

o -

ol 155556 Ak 5 K Ge Sl paB g6 <l o) Ll G2
ety Wit o 15d5a3 05 1Bl Wl il 1 i (501 udals
(é)l_'zg.‘\ sl9))

“Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang ‘Ukl atau
Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan
udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi SAW
memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar

mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut”. (HR. al-
Bukhari)

c. Hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang larangan
membahayakan orang lain dan larangan membalas bahaya
dengan bahaya:

Shs ¥5 3300 ¥ rediy aile Qb Lo <l Us iy JB JIB bl o) ok
(4_?& Q.)‘j dULAj wiob})

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda:
Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan
tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh
orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya).” (HR. Ahmad,
Malik, dan Ibn Majah)

d. Hadis-hadis tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit, di
antaranya:

bl 4ale A Jio 1 Ul JB OB 4l (2 s b ale e
S W5 pdo p3all WIS (8 8 o« B3k BAT g o33 IS i
(sl 8ly))

Dari Amir bin Sa'd dari bapaknyaia berkata: "Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa setiap pagi
mengkonsumsi tujuh butir kurma 'Ajwah, maka pada hari itu ia
akan terhindar dari racun dan sihir.” (HR. al-Bukhari)

oki pliy aile &l (o 1 Jplis Saie JB Ul iz o ol (e
Ol £l 343 ¥ 2159 Lo Us AT 021 § B3 62 158375 61 lsla
(odaws o195) 2531 S5 (o a8 55 9] 26 aile (ndd eliw 2tz aile
Dari Jabir bin 'Abdullah ia berkata; Aku mendengar Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tutuplah wadah makan
dan minum kalian. Karena tiap satu tahun ada satu malam yang
disana turun wabah penyakit ganas berbahaya! (dan) tidak ada
sebuah wadah makanan maupun minuman yang dilewatinya
dalam keadaan terbuka, melainkan wabah itu akan berjangkit
disana”. [HR. Muslim)
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3. Kaidah-kaidah Fikih, antara lain:
5 9all dya J55 28 )

Kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi hukum
kedaruratan.

Shlazell fal &, 530all
Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yang dilarang.
I 5
Bahaya harus dihilangkan.

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

Kondisi darurat dimanfaatkan sekedarnya saja.
,:/ iin d ’]a. 23z =1

Kesulitan membawa kemudahan.

3Ls AL 1313 Bﬁ\;ﬁ\ 3La 13)

Segala sesuatu, jika sempit maka menjadi luas, dan jika (kembali)
luas maka menjadi sempit.

iy o y3a0 512 Ls

Sesuatu yang diperbolehkan karena ada uzur, maka akan batal jika
uzur tersebut hilang.

abiligy 541 g(sdly 3

Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk
melaksanakan sarananya.

Loty 4 Yl Lalsll A Y

Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib
menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib.

250 G J5i 23301
Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan.
2l 3 iall a80d Skl lall Uasd

Menanggung bahaya yang tertentu demi mencegah (timbulnya)
bahaya yang merata.
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Memperhatikan: 1. Pendapat al-Qasthalani dalam kitab Irsyadu al-Sari (7/96) yang
menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari
wabah adalah wajib:

o ladll] (Sl Tgaias o sy puS ol Jlas oo 831 S5 oS o))
s s e La5 e JBS 0) 2l iy § umidl bl 48 (102
et 11855 U ylndl dsly olls fo il g om fdaiad 51 s s
(5 Gag cassalall slall pez o el cised e lls doy (gaadl fole
Szl s puslall e Fmally sligll e SASYYg clgadly 2l G ke

g L

(Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu
mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit) (al-
Nisaa:102). Di dalam ayat ini adanya keringanan untuk meletakkan
senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaan, seperti dalam
keadaan basah kuyup kehujanan atau karena sakit. Meskipun demikian
mereka tetap harus waspada terhadap musuh. Ayat tersebut juga
menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang
akan datang. Dari sinilah difahami bahwa berobat dengan obat dan
menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di
bawah dinding yang miring adalah wajib.

2. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfatu al-
Muhtaj juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan
larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

8 Jlny JaSY1 Ae § 4, FLAEI S ¥ 3] de 1o Tl 48 (55033

5o AR (e i ) Siplia A5 ¢ cob Al 335 5,596 W aiodlis
... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya
lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan
memanfaatkan babi dalam kondisi normal (halat al-ikhtiyar)
seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti
halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya
meski tidak membahayakan.
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3. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Raudlatu al-Thalibin, juz 2
halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik
dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehannya
dalam kondisi darurat:

Ol Jlaiil l3r § 4alikd esial JBI - A dax; - aslil
& S b (Had T a5 .33 LK Ll ggﬁ & aad Al
bl AaBRS Lalai 13K O] ek & 5o mpiall ¥] oadlly il
e 2 OB Gl 1355 M - ,piiadly LK dalad (g - AsTas L€
Jo @ suiadly S et ek B Llaials JEATS (awlal
ERY RN < ARt [ENPTEE P &mm oz ¥ sl EY ksl
ey Al LRI § LY 39505 I3 Lagra D0id Aimglaks (abk]
135 0253 5 ¢35 dedi o L3 51255 Wla 6 G5 L Lagin 3MEall L2

A BLEN et So2e b i 5 «uptadls IS Ul SiE S

p..ﬁ_ﬂ :Lz;.;_fsz\ OkEs syl Js égu.}l\ Hlad

Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal
kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai
jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat.
Sedangkan menurut madzhab Syafi'i ada rincian. Tidak boleh
menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam
kondisi dlarurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan.
Apabila najis berat (mughallazhah), --yaitu najisnya anjing dan
babi—maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-
Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan
babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtiyar), karena babi tidak boleh
dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk
tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh
untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan
memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika
terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi
cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditemukan kecuali kulit anjing
dan babi maka --dalam kondisi tersebut--, dibolehkan memakainya.
Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lannya
dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang
lebih shahih, hal tersebut diharamkan.
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4. Pendapat Imam Al-‘Izz ibn ‘Abd Al-Salam dalam Kitab Qawa’id Al-
Ahkam yang menjelaskan kebolehan berobat dengan
menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

okl Walias &Y Galis Bal Jx &1 13 clulzill ggldd 5

Ll Glas ) 25lias G JaST 2SLE
“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan
benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat

kesehatan dan keselematan lebih diutamakan daripada mashlahat
menjauhi benda najis”.

5. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab al-Majmu’ juz 9 halaman
55) yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis
dengan syarat tertentu :

G (Lalia Balls g o3 13] Addailly ol 231 3355 W15 : FHESNIF
Jazs ol ) dius ek ey (s S Slulall cagd bass

{“J""L‘“b"&dﬁ‘ef"’ﬁ"ﬁmﬁj"}@ pS.‘.Lc”} \.455{352"
’y’i Ll GByle o3l 5K 13) STERPTE Gleial JG b5k

p.!.w.au:.t&.‘a;l.!..\.:;\#‘j‘ 4alds \L\fb}g.’c;a}éa
“Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi’i) berpendapat :
Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis
dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat
menggantikannya. Apabila telah didapatkan - obat dengan benda
yang suci — maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda
najis, tanpa ada perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadist
“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada
sesuatu yang diharamkan atas kalian”, maka berobat dengan benda
najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak
mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan
selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut
Madzhab Syafii) berpendapat : Dibolehkannya berobat dengan
benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek
kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan
benda najis itu, atau apabila dokter muslim (kompeten dan kredibel,
pen) merekomendasikan obat - dengan benda najis itu’.

6. Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab
Mughni al-Muhtaj yang menjelaskan kebolehan menggunakan
benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada
benda suci yang dapat menggantikannya:

Aala 2381 01 yallall 485 Jie Sile umilly g5l 2215

“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda
suci yang dapat menggantikannya” (Muhammad al-Khathib al-
Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).
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7. Pendapat Imam Syihabuddin al-Ramli dalam Kitab Nihayatul
Muhtaj juz 1 halaman 243 berpendapat tentang hadis Rasulullah
saw yang menjelaskan adanya perintah minum kencing unta,
sebagai berikut:

(ol G () U153 iy Gzl el dale bl o $341) G5 .
S5 i AEISIN Gy 5 383
.. Adapun perintah Nabi SAW kepada suku ‘Uraniy untuk meminum

air kencing unta.. itu untuk kepentingan berobat, maka ini
dibolehkan sekalipun ia najis, kecuali khamr”.

8. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab al-Syarh al-Kabir
juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi darurat dan
kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang
wajib, karena darurat, sebagai berikut:

el Je a3l (05 (555551) L 35 O 05 b 031 e 261 (5)
s 5 Ll IS és
..Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan

terkadang wajib, karena kondisi dlarurat, yaitu adanya kondisi
takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan..

9. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni juz 9
halaman 416 sebagai berikut:

3

Lis Jl & a6 2055 o) Hhliad) e SRl £65 iab
Lalall Llssl 3alias (o platl 2lall pid OR1 I o8 il

cliindl J3 Ge lalls
Fasal: Dibolehkan hal yang diharamkan ketika keterpaksaan,...
sebab kebolehan adalah adanya kebutuhan kepada menjaga jiwa
dari kebinasaan, karena kemaslahatan ini lebih besar dari

kemslahatan menjauhi hal yang najis dan melindungi dari
memperoleh yang kotor.

10. Fatwa MUI nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi;

11. Fatwa MUI nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba
Dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan;

12. Fatwa MUI nomor 001/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang
Penggunaan Human Diploid Cell untuk Bahan Produksi Obat dan
Vaksin;

13. Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19
dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma
(Persero);
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14. Penjelasan Menteri Kesehatan RI dalam rapat Komisi Fatwa MUI
tanggal 8 Maret 2021 ditambah keterangan tertulis dari
Kementerian Kesehatan 2021 yang menyatakan bahwa:

a. Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia membutuhkan
intervensi yang adekuat (adequate), sejak Maret 2020 sampai
hari ini tercatat 37.547 orang meningal (pada bulan Februari-
Maret 2021 rerata kasus kematian adalah 210 orang
meninggal per hari). Untuk itu vaksinasi menjadi pilihan untuk
mengurangi laju penularan dan keparahan penyakit infeksi
Covid-19;

b. Keberhasilan vaksinasi Covid-19 dipengaruhi oleh lama daya
tahan tubuh yang dihasilkan, efikasi vaksin, kecepatan vaksin
diberikan kepada sasaran, terjadinya mutasi virus, dan
seberapa banyak sasaran tervaksinasi. Sementara akses
mendapatkan vaksin sangat sulit karena persaingan ketat di
tingkat global;

c. Dalam rangka melaksanakan program vaksinasi untuk
mencapai target herd immunity di tahun 2021, pemerintah
berupaya mengamankan akses terhadap 426,8 juta dosis
vaksin Covid-19. Dan salah satunya adalah komitmen Kkerja
sama antara PT. Bio Farma dan Sinovac, namun vaksin yang
diproduksi sampai akhir tahun 2021 hanya sejumlah 122,5 juta
dosis (28,7 % dari rencana kebutuhan vaksin yang
dibutuhkan).

d. Usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan vaksin Covid-
19 lainnya adalah dengan mendatangkan vaksin Covid-19 dari
AstraZeneca pada tahun 2021 sejumlah 113 juta dosis (33%
dari rencana penyedian tahun 2021) dan pada tahun 2022
sejumlah 160,8 juta dosis (37% dari kebutuhan nasional).

e. Vaksin kandidat lain yang telah memberikan komitmen kerja
sama dengan pemerintah seperti Pzifer, Novavac, Sinopharm,
dan Moderna, masih belum memberikan kepastian suply dan
saat ini vaksin tersebut sedang dalam evaluasi aspek efikasi,
mutu, dan keamanan di BPOM.

15. Penjelasan Direktur Utama PT. Biofarma dalam rapat Komisi
Fatwa MUI tanggal 8 Maret 2021 dan ditambah penjelasan tertulis
PT. Bio farma (Persero) sebagai partner Sinovac Life Science
(sebagai produsen Vaksin Covid-19 yang sudah tersertifikasi
halal) yang menyatakan bahwa:

a. Kapasitas produksi Bulk Covid-19 di Sinovac sejumlah 600 juta
dosis secara keseluruhan. Dari jumlah kapasitas produksi
tersebut, sampai dengan saat ini Sinovac baru dapat
menyanggupi suplai RTF Bulk ke Bio Farma sejumlah 140 juta
dosis secara bertahap, sementara kebutuhan vaksin nasional
untuk mewujudkan herd immunity sebanyak 426 juta dosis.
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b. Dari 140 juta dosis vaksin tersebut, setelah dilakukan proses
produksi di Bio Farma, dengan dikurangi untuk proses
pengujian QC dan hal lainnya, maka diperkirakan netto dapat
tersedia sejumlah 122,5 juta dosis. Jumlah 122,5 juta dosis ini
masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan oleh pemerintah
untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara merata bagi
masyarakat Indonesia.

16. Penjelasan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI
dalam rapat Komisi Fatwa pada Senin 8 Maret 2021 yang pada
intinya menyampaikan bahwa BPOM telah melakukan proses
evaluasi keamanan AstraZeneca dan menyatakan Vaksin Covid-19
produksi AstraZeneca telah memenuhi standar keamanan, dan
karenanya BPOM telah memberikan persetujuan penggunaan
pada masa darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) pada
22 Februari 2021 dan BPOM memberikan jaminan keamanan
(safety), mutu (quality), serta kemanjuran (efficacy) vaksin Covid-
19 produksi AstraZeneca yang menjadi salah satu indikator bahwa
vaksin tersebut memenuhi kualifikasi thayyib.

17. Hasil kajian Indonesian Technical Advisory Group on
Immunization (ITAGI) terkait situasi vaksinasi Covid-19 saat ini, di
antaranya:

a. Di tingkat global, terjadi persaingan ketat dalam memperoleh
dosis vaksin Covid-19. Kebutuhan global pada tahun 2021
sebesar 5,4 miliar dosis, sementara kapasitas produksi global
hanya mencapai 1,8 miliar dosis (sampai dengan Juni 2021).
Hal ini diperberat dengan adanya kebijakan restriktif
negara/kawasan yang menjadi basis produksi vaksin, sehingga
suply vaksin ke negara-negara di tingkat global menjadi
berkurang.

b. Vaksinasi Covid-19 dari tinjauan imunisasi memiliki manfaat
sebagai berikut:

1) Jangka pendek, untuk menurunkan angka kematian,
kesakitan dan mengurangi transmisi terhadap penularan
penyakit Covid-19.

2) Jangka panjang; (i) ntuk mengendalikan pandemic dengan
memantau perkembangan infeksi virus SARS-CoV-2
ditinjau dari sisi epidemiologi; (ii) menemukan skala
prioritas target sasaran maupun darah untuk diberikan
vaksin Covid-19, dengan memperkirakan jumlah subjek
yang diimunisasi untuk menghasilkan herd immunity yang
dapat mengontrol pandemi; (iii) pemberian imunisasi
Covid-19 untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

c. Infeksi baru Covid-19 dapat dicegah bila sudah terbentuk herd
immunity, maka menunda vaksinasi dapat menjadi ancaman
atau berpotensi menjadi ancaman terhadap laju penularan
wabah Covid-19.
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18. Laporan dan penjelasan tim auditor LPPOM MUI yang
disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI yang antara lain
menyatakan:

a. Bahan aktif vaksin adalah rekombinan adenovirus yakni
monovalen vaksin yang terdiri dari satu rekombinan vektor
“replication-deficient chimpanzee adenovirus (ChAdOx1)”
yang menyandikan kode untuk glikoprotein S dari SARS-CoV-2
disebut juga ChAdOx1-S [recombinant].

b. Eksipien (bahan tambahan vaksin) adalah L histidin, L-histidin
HCl monohidrat, magnesium klorida heksahidrat, polisorbat
80, etanol, sukrosa, NaCl, dinatrium edetat dihidrat dan water
for injection.

c. Produksi vaksin AstraZeneca dilakukan melalui tahapan pokok
sebagai berikut:

1) Penyiapan inang virus. Sel inang yang digunakan berasal
dari sel diploid manusia (HEK293/Human Epithelial
Kidney Cells) sel yang diambil dari jaringan ginjal bayi
manusia puluhan tahun lalu. Sel tersebut ditumbuhkan
pada media Fetal Bovine Serum yang disuplementasi
dengan asam amino, sumber karbon, bahan tambahan
lain serta antibiotik. Pada tahap penyiapan inang virus ini
terdapat penggunaan bahan dari babi berupa tripsin yang
berasal dari pankreas babi. Bahan ini digunakan untuk
memisahkan sel inang dari microcarriernya.

2) Penyiapan bibit vaksin rekombinan (Research Virus Seed)
hingga siap digunakan untuk produksi (tahap master seed
dan working seed). Organisme rekombinan disiapkan
dengan menyelipkan replication-deficient chimpanzee
adenovirus (ChAdOx1) kepada Chromosome bakteri E.coli.
Pada tahap ini terdapat penggunaan tripsin dari babi
sebagai salah satu komponen pada media yang digunakan
untuk menumbuhkan E.coli dengan tujuan meregenerasi
transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdOx1 nCov-19.

3) Produksi vaksin terdiri dari penyiapan sel inang HEK 293,
pengembangan inokulum bibit vaksin rekombinan
(ChAdOx1-S [recombinant]), penyiapan media produksi
vaksin, produksi vaksin menggunakan inokulum bibit
vaksin ChAdOx1-S [recombinant] pada sel inang HEK 293
pada media steril, proses pemisahan serta pemurnian
produk bulk vaksin, formulasi vaksin dengan
penambahan eksipien, filtrasi secara aseptis serta
pengisian ke dalam ampul.
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19. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam sidang
Komisi Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 16
Maret 2021 bertepatan dengan 2 Sya’ban 1442 H.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19
PRODUK ASTRAZENECA
Pertama :  Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca adalah vaksin Covid-19 yang
diproduksi oleh AstraZeneca di SK Bioscience Co.Ltd., Andong, Korea
Selatan.

Kedua :  Ketentuan Hukum

1. Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena
dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang
berasal dari babi.

2. Penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca, pada saat ini,
dibolehkan (mubah) karena:

a. ada kondisi kebutuhan yang mendesak (hajah syar’iyyah) yang
menduduki kondisi darurat syar’iy (dlarurah syar’iyyah);

b. ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya
tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera
dilakukan vaksinasi Covid-19;

c. ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak
mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar
mewujudkan kekebalan kelompok (herd immunity);

d. adajaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah; dan

e. pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin
Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.
3. Kebolehan penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca
sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku jika alasan
sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, b, ¢, d dan/atau e hilang.

4. Pemerintah wajib terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin
Covid-19 yang halal dan suci.

5. Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-
19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan
kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19.
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Ketiga :  Rekomendasi

1. Pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin Covid-19
yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam.

2. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin Covid-19
yang tersertifikasi halal.

3. Pemerintah harus memastikan vaksin Covid-19 lain yang akan
digunakan agar disertifikasi halal dalam kesempatan pertama
guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang
aman dan halal.

4. Pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin
yang digunakan.

5. Pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang
berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya,
menimbulkan dampak yang membahayakan (dlarar).

6. Mengimbau kepada semua pihak untuk lebih mendekatkan diri
kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar, istighasah,
dan bermunajat kepada Allah SWT.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan, akan
diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat
mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk
menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 2 Sya’ban 1442 H
16 Maret 2021 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA
Ketua Sekretaris
oy /s
PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A MIFTAHUL HUDA, Lc.
Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

. M. ASRORUN NIAM SHOLEH, M.A DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, M.A
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